BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab
sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan Pendapatan Asli
Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah kabupaten Gorontalo periode 2010-
2014.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan Belanja Modal
berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah kabupaten Gorontalo periode 2010-2014.

3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukan Jumlah Penduduk
berpengaruh signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah kabupaten Gorontalo periode 2010-2014.

4. secara bersama-sama variabel Pendapatan Asli Darah, Belanja
Modal, dan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan dan
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk
memprediksikan Kelamahan Sistem Pengandalian Intern Pemerintah

Kabupaten Gorontalo periode tahun 2010-2014.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di
atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Meskipun variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh
signifikan terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Gorontalo, namun Pemerintah Kabupaten
Gorontalo haruslah tetap memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas
dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Mengingat variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap
Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Gorontalo
maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu memberikan perhatian
lebih berupa pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan
belanja modal karena erat kaitannya dengan peyelewengan dalam
realisasi penggunaan anggaran. Pencatatan dan pendokumentasian
segala bentuk kegiatan belanja mutlak diperlukan guna menghasilkan
pelaporan yang transparan.

3. Mengingat variabel Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan
terhadap Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Kabupaten Gorontalo periode 2010-2014, maka pemerintah daerah
harus memiliki suatu sistem pengendalian pelayanan publik yang

exelent sebagai wujud pertanggung jawaban publik.
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4. Selain ketiga variable diatas, pemerintah daerah juga wajib
memperhatikan variable-variabel lain yang tidak diangkat dalam

penelitian ini guna peningkatan sistem pengendalian intern.
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